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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian 

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak 

Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang 

Berada Dalam Kawasan Tertentu. 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penataausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. 

Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK 

No. 35/PUU-X/2012. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 

008/PUU-III/2005 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Dobo 

Putusan Pengadilan Tanjung Redeb Nomor 134/Pid.B/2022/PN.TNR 
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